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IMPIAN SAWIT PRODUKTIF 
BELUM TERWUJUD

Sumber: Perayaan 100 tahun Industri 
Sawit Indonesia, Medan 2011

Sumber: BPS Statistik Sawit 2019
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PRODUKTIVITAS PERKEBUNAN 
RAKYAT INDONESIA MASIH RENDAH

The 9th Session of #LetsTalkAboutPalmOil

Sumber: Kementerian Pertanian, 2019, Dilansir Databoks Katadata
(https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/02/17/produktivitas-sawit-perkebunan-rakyat-masih-rendah
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PRODUKTIVITAS 
SAWIT INDONESIA 
LEBIH RENDAH 
DARI MALAYSIA

The 9th Session of #LetsTalkAboutPalmOil Sumber: InfoSAWIT

  Indonesia

 2,5-3,2  ton/ha

  Malaysia

>>  44  ton/ha



PEMBANGUNAN DESA DI PROVINSI  
“KAYA” SAWIT MASIH TERTINGGAL

The 9th Session of #LetsTalkAboutPalmOil Sumber: Kementerian Desa PDTT, Indeks Desa Membangun (2019)

Status Desa Ber-Perusahaan 
Sawit Riau (2019)

I N D O N E S I A

Mandiri

3%

Mandiri

1%

Tertinggal

48%

Tertinggal

27%

Maju

6%

Maju

6%

Sangat Tertinggal

11%

Berkembang

31%

Berkembang

64%

Status Desa Ber-Perusahaan 
Sawit Kalimantan Barat (2019)

Mayoritas Desa 
Tertinggal

48%

Mayoritas Desa 
Berkembang 

64%

Desa Mandiri 
hanya

3%

Desa Mandiri 
hanya

1%

Sangat Tertinggal

3%



PELEPASAN KAWASAN HUTAN 
UNTUK PERKEBUNAN SAWIT 
MASIH BERLANGSUNG

The 9th Session of #LetsTalkAboutPalmOil Sumber: Sumber: Kemenko Bidang Perekonomian

Tidak ada 
permohonan

80%

Dalam proses 
permohonan

18%

Lainnya

2%

Kawasan Hutan Dilepaskan
untuk Perkebunan Sawit (Okt 2019)

Perkebunan 
sawit

49%

Masih berhutan 
produktif

25%

Belum dikerjakan

26%

Perkebunan Sawit dalam Kawasan Hutan 
(Okt 2019)
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INPRES MORATORIUM
MOMENTUM PERBAIKAN 
TATA KELOLA SAWIT

Inpres No. 8/2018 mengenai 
moratorium izin perkebunan 
sawit menjadi peluang 
pembenahan menuju tata 
kelola sawit berkelanjutan.

CAKUPAN MORATORIUM SAWIT

Ket:  
GNP-SDA: Gerakan Nasional Penyelamatan SDA 
HCVF: High Conservation Value Forest   

Diinstruksikan kepada enam 
kementerian/lembaga dan para 
gubernur dan bupati/walikota

Menyasar empat aspek perbaikan 
perkebunan kelapa sawit:

Berlaku tiga tahun
(19 September 2018-
19 September 2021)

1. Penundaan perizinan

2. Evaluasi perizinan

3. Peningkatan produktivitas

4. Penguatan kelembagaan petani

perkebunan 
petani kecil 
beroperasi 

secara ilegal 
(Kementan)

Memperbaiki 
tata kelola data 
perkebunan 
kelapa sawit

Membenahi izin bermasalah 
yang telah dikeluarkan

Melindungi hutan 
yang tersisa dalam 
perkebunan sawit

Pembangunan HCVF di kawasan 
perkebunan sawit akan dievaluasi

Melindungi hak petani 
dan masyarakat adat 

PELUANG PERBAIKAN 
MELALUI MORATORIUM SAWIT

perkebunan kelapa 
sawit ilegal milik 
perusahaan di 
kawasan hutan 
(KLHK)

perkebunan kelapa sawit ditanam di 
kawasan hutan (GNP-SDA KPK)

1

3

2

4
Pemberdayaan 
petani kecil

Percepatan
penerbitan sertifikat tanah 
untuk petani kecil

Pemilik 
perkebunan

Luas 
perkebunan

Tahun 
penanaman

Status 
kawasan

Kelengkapan 
izin

Evaluasi  
alokasi wajib 20% 
perkebunan rakyat  di 
perkebunan skala besar

1,7 juta Ha1juta Ha

3,4 juta Ha

hutan sekunderhutan primer
2,5 juta Ha 3,8 juta Ha

Sumber: Madani Berkelanjutan
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SETAHUN 
MORATORIUM SAWIT, 
PEKERJAAN RUMAH 
MASIH BANYAK
Implementasi Inpres No. 8/2018 
telah  setahun berjalan. Namun, 
kebijakan yang bertujuan 
untuk perbaikan tata kelola 
dan peningkatan produktivitas 
perkebunan sawit ini masih 
memiliki banyak pekerjaan rumah.

EVALUASI SATU TAHUN INPRES 
MORATORIM SAWIT

Belum ada peta jalan satu pintu 
yang menjadi petunjuk pelaksanaan 
Inpres di daerah

Belum ada kasus tumpang tindih 
lahan yang terselesaikan

Wilayah dengan tutupan hutan 
terluas tidak diprioritaskan

Mayoritas provinsi dengan 
perkebunan sawit belum merespon

Program peremajaan sawit 
masih di bawah target

  Menyusun Rekonsiliasi Peta Tutupan Sawit 
Nasional 

 Membentuk tim kerja lintas kementerian

  Menetapkan konsolidasi data dan peta 
terintegrasi dalam One Map Policy

  Memetakan kebun sawit ilegal

  Menunda penerbitan izin baru 
untuk perkebunan sawit

  Menyusun RPP penyelesaian 
perkebunan kelapa sawit dalam 
kawasan hutan

  Merangkum data Hak Guna 
Usaha yang tersedia di One 
Map Policy

CAPAIAN 
NASIONAL

Kemenko Bidang 
Perekonomian

Kementerian ATR

Kementerian LHK

STATUS PELEPASAN KAWASAN 
HUTAN UNTUK PERKEBUNAN SAWIT

Per Oktober 2019

5 provinsi dan 5 kabupaten/
kota menyatakan komitmen

1 provinsi dan 3 kabupaten/
kota membentuk kebijakan 
daerah

19 provinsi dan 239 
kabupaten/kota belum merespon

CAPAIAN DAERAH

Kawasan Hutan 
Dilepaskan untuk 
Perkebunan Sawit

26%

25%

49%

masih berhutan 
produktif

perkebunan 
sawit

belum 
dikerjakan

18%
Perkebunan Sawit 
dalam Kawasan 

Hutan 

2%

80%

lainnya

dalam 
proses 
permohonan

tidak ada 
permohonan

Sumber: Koalisi Moratorium Sawit, Kemenko Bidang Perekonomian



TERIMA KASIH
Untuk info lebih lanjut, kunjungi website

madaniberkelanjutan.id
katadata.co.id/moratorium-sawit


